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Abstrak
Penelitian ini membahas penerapan Instruksi Gubernur Bali Nomor

524/5913/DISNAKKESWAN/2019 tentang pelarangan peredaran dan
perdagangan daging anjing di Kabupaten Buleleng. Instruksi ini dikeluarkan
untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat, kesejahteraan hewan, serta
menjaga citra pariwisata Bali. Tujuannya adalah memberikan edukasi kepada
masyarakat tentang dampak konsumsi daging anjing dan mengurangi
peredarannya. Penelitian menggunakan metode Normatif-Empiris, yang
menggabungkan analisis hukum normatif dengan pendekatan empiris melalui
observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sumber data terdiri dari data
primer (observasi dan wawancara) serta data sekunder (dokumen resmi, buku, dan
jurnal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan instruksi ini menghadapi
beberapa tantangan, termasuk tradisi lokal yang mengonsumsi daging anjing,
kurangnya sosialisasi yang efektif, serta keterbatasan sumber daya untuk
pengawasan. Namun, upaya dari pemerintah daerah dan organisasi
non-pemerintah telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.
Perlahan-lahan, pemahaman tentang pentingnya kesehatan dan kesejahteraan
hewan mulai tumbuh di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, anjing bukan hewan yang layak untuk dikonsumsi karena
risiko penyebaran penyakit seperti rabies. Instruksi Gubernur Bali Nomor
524/5913/DISNAKKESWAN/2019 tentang pelarangan perdagangan daging
anjing di Kabupaten Buleleng telah berjalan efektif, terlihat dari beberapa warung
yang mengganti produk jualannya. Penegakan hukum juga dilakukan untuk
mengurangi perdagangan daging anjing, meskipun masih terdapat kendala, seperti
kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya kesehatan dari konsumsi
daging anjing.
Kata Kunci: Kabupaten Buleleng, Instruksi Gubernur Bali Nomor
524/5913/DISNAKKESWAN/2019, Pelarangan Peredaran Daging Anjing,
Kepatuhan Peraturan.

Abstract
This study examines the implementation of Bali Governor Instruction No.

524/5913/DISNAKKESWAN/2019 regarding the prohibition of the circulation and
trade of dog meat in Buleleng Regency. The instruction was issued to address
public health and animal welfare issues, as well as to protect the image of Bali's
tourism industry. Its purpose is to educate the public about the impacts of
consuming dog meat and to reduce the circulation of dog meat products. The
research employs a Normative-Empirical method, combining normative legal
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analysis with an empirical approach through observation, interviews, and
documentation studies. Data sources include primary data (from observation and
interviews) and secondary data (official documents, books, and journals). The
findings reveal that the implementation of this instruction faces several
challenges, including local traditions of consuming dog meat, a lack of effective
socialization, and limited resources for supervision. However, efforts by local
governments and non-governmental organizations have contributed to raising
public awareness. Gradually, the understanding of the importance of public
health and animal welfare is growing within the community.

Thus, dogs are not suitable animals for consumption due to the risk of
disease transmission, such as rabies. The Bali Governor's Instruction No.
524/5913/DISNAKKESWAN/2019, which prohibits the trade of dog meat in
Buleleng Regency, has been effectively implemented, as evidenced by several
vendors changing their products. Law enforcement efforts are also in place to
reduce the dog meat trade, although challenges remain, such as limited public
awareness about the health risks associated with consuming dog meat.
Keywords: Buleleng Regency, Bali Governor Instruction No.
524/5913/DISNAKKESWAN/2019, Prohibition of Dog Meat Circulation,
Regulatory Compliance.

1. Pendahuluan
Anjing merupakan salah satu hewan peliharaan yang digemari manusia

karena sifatnya yang loyal, setia, serta kemampuannya membentuk ikatan
emosional yang kuat dengan pemiliknya. Selain sebagai peliharaan, anjing juga
memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, seperti teman setia, penjaga,
anjing penuntun bagi penyandang disabilitas, dan partisipasi dalam olahraga atau
kompetisi (Santoso, Bobby, and N. S. Budiana: 2015). Namun, di beberapa
wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Buleleng, Bali, anjing juga dijadikan
bahan konsumsi, misalnya dalam bentuk sate atau rawon RW (Rintek Wuuk),
meskipun terdapat upaya penegakan hukum untuk melarang praktik tersebut
(Chandra: 2018).

Konsumsi daging anjing menjadi isu yang kompleks, melibatkan aspek etika,
budaya, dan kesejahteraan hewan. Kelompok yang menolak konsumsi daging
anjing seringkali berargumen dari sudut pandang ikatan emosional antara manusia
dan anjing, serta aspek kesejahteraan hewan, mengingat proses pemotongan
anjing sering kali tidak sesuai standar kesejahteraan yang baik (Valentina
Heriyanti Pratiwi: 2019). Selain itu, dalam beberapa budaya, seperti Hindu di
Bali, anjing memiliki peran dalam ritual Bhuta Yadnya untuk menghapus
sifat-sifat negatif dan memungkinkan reinkarnasi yang lebih baik (Hendri
Purnawan: 2018). Dalam Mahabharata, anjing digambarkan sebagai simbol
kesetiaan, sebagaimana diceritakan dalam bagian Swargarohanaparwa tentang
Yudistira dan anjingnya (Akbar Kaelola: 2010).

Fakta sejarah menunjukkan bahwa anjing telah lama menjadi bagian dari
kehidupan manusia, seperti yang terlihat dalam berbagai relief dan situs arkeologi,
termasuk penemuan mumi anjing di piramida Mesir (Rachmatdi: 2003). Namun,
di Indonesia, meski sudah ada regulasi yang melarang perdagangan daging anjing,
praktik ini masih ditemukan. Salah satunya di Bali, khususnya Kabupaten



Buleleng, yang terkenal dengan warung-warung yang menjual daging anjing
(Chandra: 2018).

Untuk menghentikan peredaran daging anjing, telah diterbitkan Instruksi
Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNAKKESWAN/2019 yang menekankan
bahwa daging anjing bukanlah makanan yang memenuhi standar pangan sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Chandra: 2018).
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implementasi instruksi tersebut di
Kabupaten Buleleng, menganalisis tantangan dan kendala dalam penegakannya,
serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam menghentikan peredaran daging
anjing.

Melihat fenomena tersebut peneliti memuat beberapa tujuan penelitian yang
ingin dicapai adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui apa dasar pembuatan Instruksi Gubernur Bali

Nomor524/5913/DISNAKKESWAN/2019 Tentang Pelarangan Peredaran
Dan Perdagangan Daging Anjing di Kabupaten Buleleng?

2. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penegakan Instruksi Gubernur
Bali Nomor 524/5913/DISNAKKESWAN/2019 Tentang Pelarangan
Peredaran Dan Perdagangan Daging Anjing di Kabupaten Buleleng?
Penelitian ini menggunakan metode hukum untuk menganalisis pelaksanaan

Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNAKKESWAN/2019 tentang
larangan perdagangan daging anjing di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, kendala, dan tantangan dalam
penerapan instruksi tersebut serta peran Pemerintah Daerah, khususnya Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Jenis penelitian ini adalah Normatif-Empiris, yang menggabungkan analisis
hukum normatif dengan data empiris dari masyarakat. Sifat penelitian ini
deskriptif kualitatif, menggambarkan ketentuan hukum dan penerapannya di
masyarakat. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh
langsung dari wawancara dan observasi, dan data sekunder dari publikasi hukum
yang relevan. Penelitian dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
selama enam bulan, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,
wawancara terpimpin, dan studi dokumentasi. Observasi langsung terhadap
aktivitas Satpol PP dan wawancara dengan pihak terkait bertujuan untuk menggali
informasi mendalam tentang implementasi instruksi gubernur. Metode studi
dokumentasi mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum yang relevan.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teori untuk membedah masing –
masing permasalahan dalam penelitian ini. Teori tersebut diantaranya; pertama,
Teori Hirarki Perundang-Undangan. Di Indonesia hukum disusun dalam sistem
berlapis dan berjenjang. Setiap norma hukum yang ada berasal dari norma yang
lebih tinggi, dan norma tersebut juga bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi,
hingga mencapai norma dasar negara, yaitu Pancasila. Ini dikenal sebagai hierarki
peraturan perundang-undangan.

Penerapan hierarki ini dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada. Hukum
tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan aspek-aspek lain dalam
masyarakat. Hukum harus mampu mencapai tujuan yang diinginkan oleh
masyarakat. Teori hirarki hukum ini berguna untuk memahami pembuatan
Instruksi Gubernur Bali Nomor 524/5913/DISNAKKESWAN/2019tentang
larangan perdagangan daging anjing di Kabupaten Buleleng. Dengan teori ini, kita



dapat mengidentifikasi norma hukum yang lebih tinggi yang menjadi dasar bagi
instruksi tersebut, memastikan bahwa instruksi gubernur sesuai dengan peraturan
yang lebih tinggi seperti undang-undang atau peraturan daerah.

Kedual, teori kepalstialn hukum. Kepalstialn aldallalh elemen penting dallalm
hukum, terutalmal paldal normal-normal yalng tertulis. Kepalstialn menjaldi sallalh saltu
tujualn utalmal hukum kalrenal jikal hukum tidalk memberikaln kepalstialn, hukum
tersebut tidalk lalgi relevaln sebalgali pedomaln balgi perilalku individu. Kepalstialn
hukum salngalt terkalit dengaln keteralturaln malsyalralkalt; dengaln aldalnyal

keteralturaln, individu dalpalt menjallalni hidup secalral terstruktur.
Menurut Sudikno Mertokusumo, kepalstialn hukum beralrti hukum itu

berlalku, daln individu altalu pihalk yalng memiliki halk dalpalt menerimal halk-halknyal

sesuali hukum. Meskipun kepalstialn hukum berkalitaln dengaln kealdilaln, kedualnyal

tidalk selallu salmal. Misallnyal, bisnis yalng menjuall olalhaln dalging alnjing secalral

ilegall tidalk dalpalt dialnggalp jujur kalrenal menjuall produk yalng tidalk lalyalk
konsumsi. Konsumen perlu dilindungi untuk memalstikaln kealmalnaln malkalnaln
yalng merekal konsumsi.

Kepalstialn beralrti situalsi yalng jelals daln aldil, di malnal peralturaln hukum
halrus tegals daln bisal dialndallkaln. Kejelalsaln dallalm hukum penting algalr tidalk aldal

kebingungaln altalu penalfsiraln yalng meralgukaln. Sistem normal halrus salling
terhubung algalr tidalk terjaldi konflik. Hukum yalng jelals daln aldil aldallalh ciri
hukum yalng balik; seballiknyal, hukum yalng tidalk jelals daln tidalk aldil dialnggalp
tidalk memaldali. Teori kepalstialn hukum salngalt relevaln untuk memalhalmi
penegalkaln Instruksi Gubernur Balli Nomor 524/5913/DISNALKKESWALN/2019
tentalng lalralngaln perdalgalngaln dalging alnjing di Kalbupalten Buleleng. Dengaln
teori ini, kital dalpalt menilali alpalkalh instruksi tersebut jelals, konsisten, daln aldil,
sehinggal malsyalralkalt bisal memalhalmi lalralngaln tersebut daln menyesualikaln
perilalkunyal.

Ketigal, teori efektivitals hukum. Efektivitals hukum beralrti seberalpal balik
sualtu hukum mencalpali tujualn yalng telalh ditetalpkaln. Ini berkalitaln dengaln
hubungaln alntalral halsil yalng dihalralpkaln daln halsil yalng sebenalrnyal dicalpali.
Efektivitals mencerminkaln kemalmpualn sualtu orgalnisalsi untuk menjallalnkaln
tugalsnyal talnpal tekalnaln.

Efektivitals diukur berdalsalrkaln seberalpal balnyalk tujualn hukum tercalpali
dallalm alspek kuallitals, kualntitals, daln walktu. Hukum dialnggalp efektif jikal dalpalt
mendidik altalu mengubalh perilalku malsyalralkalt sesuali dengaln alturaln yalng aldal.
Menurut Soerjono Soekalnto, aldal beberalpal falktor yalng mempengalruhi efektivitals
hukum. Pertalmal, keberlalkualn hukum itu sendiri, seperti undalng-undalng. Kedual,
pelalksalnalaln hukum oleh pihalk yalng bertalnggung jalwalb. Ketigal, aldalnyal salralnal

altalu falsilitals yalng mendukung pelalksalnalaln hukum. Keempalt, palrtisipalsi
malsyalralkalt dallalm peneralpaln hukum. Teralkhir, kebudalyalaln malsyalralkalt yalng
dalpalt mempengalruhi penerimalaln hukum.

Teori efektivitals hukum dalpalt digunalkaln untuk menilali Instruksi Gubernur
Balli Nomor 524/5913/DISNALKKESWALN/2019 tentalng lalralngaln perdalgalngaln
dalging alnjing di Kalbupalten Buleleng. Dengaln teori ini, kital bisal mengevallualsi
alpalkalh instruksi tersebut berhalsil mencalpali tujualnnyal daln mengidentifikalsi
halmbaltaln dallalm pelalksalnalalnnyal, sehinggal peralturaln dalpalt berfungsi dengaln
balik daln memberikaln halsil yalng dihalralpkaln.



2. Pembalhalsaln
I. Instruksi Gubernur Balli Nomor 524/5913/Disnalkkeswaln/2019 Tentalng

Pelalralngaln Peredalraln daln Perdalgalngaln Dalging ALnjing
Instruksi Gubernur Balli Nomor 524/5913/DISNALKKESWALN/2019

bertujualn untuk melindungi kesehaltaln malsyalralkalt dalri penyalkit yalng bisal

menulalr dalri hewaln, seperti ralbies, daln untuk meningkaltkaln kesejalhteralaln
hewaln. Instruksi ini dikelualrkaln sebalgali respons terhaldalp malsallalh kesehaltaln
daln kesejalhteralaln yalng terkalit dengaln konsumsi dalging alnjing.

Instruksi ini melalralng dengaln tegals peredalraln daln perdalgalngaln dalging
alnjing di Balli. Selalin itu, alpalralt penegalk hukum diwaljibkaln untuk menindalk
pelalnggalraln daln melalkukaln pengalwalsaln ketalt. Pemerintalh daleralh alkaln
melalkukaln penyuluhaln untuk meningkaltkaln kesaldalraln malsyalralkalt tentalng
balhalyal mengonsumsi dalging alnjing daln pentingnyal menjalgal kesejalhteralaln
hewaln.

Instruksi ini merupalkaln lalngkalh konkret dalri pemerintalh provinsi Balli
untuk meningkaltkaln kesehaltaln malsyalralkalt daln kesejalhteralaln hewaln.
Dihalralpkaln, dengaln instruksi ini, malsyalralkalt alkaln mengubalh perilalku merekal

terkalit konsumsi dalging alnjing daln lebih menyaldalri pentingnyal kesejalhteralaln
hewaln.
a. Hiralrki Perundalng-Undalngaln

Hiralrki Perundalng-Undalngaln di Indonesial terdiri dalri beberalpal tingkaltaln,
mulali dalri yalng tertinggi hinggal yalng terendalh. Urutalnnyal dimulali dalri
Undalng-Undalng Dalsalr 1945, kemudialn aldal Ketetalpaln MPR, diikuti oleh
Undalng-Undalng daln Peralturaln Pemerintalh Penggalnti Undalng-Undalng.
Selalnjutnyal aldallalh Peralturaln Pemerintalh, Peralturaln Presiden, daln Peralturaln
Daleralh Provinsi. Setelalh itu, terdalpalt Peralturaln Daleralh Kalbupalten/Kotal daln
teralkhir aldallalh Peralturaln Kepallal Daleralh, seperti Peralturaln Gubernur, Peralturaln
Bupalti, daln Peralturaln Wallikotal.

Instruksi Gubernur Balli Nomor 524/5913/DISNALKKESWALN/2019 yalng
melalralng peredalraln daln perdalgalngaln dalging alnjing aldallalh jenis peralturaln yalng
dikelualrkaln oleh gubernur. Dallalm struktur hiralrki ini, instruksi tersebut beraldal di
tingkalt yalng lebih rendalh dibalndingkaln undalng-undalng daln peralturaln
pemerintalh pusalt, tetalpi tetalp memiliki kekualtaln hukum di wilalyalh Balli.

Dalsalr hukum yalng mendukung instruksi ini termalsuk UU Nomor 64 Talhun
1958 yalng mengaltur pembentukaln daleralh daln pengelolalaln pemerintalhaln di Balli,
Nusal Tenggalral Balralt, daln Nusal Tenggalral Timur. ALdal jugal UU Nomor 4 Talhun
1984 yalng melindungi malsyalralkalt dalri penyalkit menulalr, seperti ralbies, sertal

UU Nomor 18 Talhun 2009 yalng mengaltur peternalkaln daln kesehaltaln hewaln
untuk melindungi malsyalralkalt dalri penyalkit zoonosis.

Selalin itu, terdalpalt UU Nomor 23 Talhun 2014 yalng mengaltur
penyelenggalralaln pemerintalhaln daleralh daln pembalgialn urusaln pemerintalhaln.
Peralturaln Pemerintalh Nomor 40 Talhun 1991 menyedialkaln keralngkal kerjal untuk
penalnggulalngaln walbalh penyalkit menulalr di Indonesial, sedalngkaln Peralturaln
Pemerintalh Nomor 95 Talhun 2012 mengaltur kesehaltaln malsyalralkalt daln
kesejalhteralaln hewaln.

Permendalgri Nomor 1 Talhun 2014 mengaltur taltal calral pembentukaln
produk hukum daleralh, daln Perdal Provinsi Balli Nomor 15 Talhun 2009
menalngalni ralbies melallui pencegalhaln daln pengendallialn. Teralkhir, Peralturaln



Gubernur Balli Nomor 88 Talhun 2008 ditetalpkaln untuk menutup sementalral

pemalsukaln daln pengelualraln alnjing daln hewaln sejenis demi mencegalh ralbies.
Instruksi Gubernur ini bertujualn untuk melindungi kesehaltaln malsyalralkalt

daln kesejalhteralaln hewaln di Balli dengaln lalngkalh-lalngkalh pencegalhaln yalng
jelals.

b. Dalsalr Pembentukaln Instruksi Gubernur Balli Nomor
524/5913/DISNALKKESWALN/2019 tentalng Pelalralngaln Peredalraln daln
Perdalgalngaln Dalging ALnjing
Instruksi ini didalsalrkaln paldal beberalpal undalng-undalng daln peralturaln,

alntalral lalin:
1. UU No. 64 Talhun 1958: Mengaltur pembentukaln daleralh Balli, Nusal

Tenggalral Balralt, daln Nusal Tenggalral Timur.
2. UU No. 4 Talhun 1984: Tentalng penalnggulalngaln walbalh penyalkit

menulalr.
3. UU No. 18 Talhun 2009: Mengaltur peternalkaln daln kesehaltaln hewaln,

telalh diubalh dengaln UU No. 41 Talhun 2014.
4. UU No. 23 Talhun 2014: Mengaltur pemerintalhaln daleralh, diubalh teralkhir

dengaln UU No. 9 Talhun 2015.
5. PP No. 40 Talhun 1991: Tentalng penalnggulalngaln walbalh penyalkit

menulalr.
6. PP No. 95 Talhun 2012: Tentalng kesehaltaln malsyalralkalt veteriner daln

kesejalhteralaln hewaln.
7. Permendalgri No. 1 Talhun 2014: Mengaltur pembentukaln produk hukum

daleralh.
8. Perdal Provinsi Balli No. 15 Talhun 2009: Tentalng penalnggulalngaln ralbies.
9. Peralturaln Gubernur Balli No. 88 Talhun 2008: Tentalng penutupaln

sementalral pemalsukaln daln pengelualraln alnjing, kucing, keral, daln hewaln
sejenis.

Dalsalr hukum ini memberi Gubernur Balli wewenalng untuk mengelualrkaln
instruksi pelalralngaln peredalraln daln perdalgalngaln dalging alnjing gunal melindungi
kesehaltaln malsyalralkalt daln mencegalh penyebalraln penyalkit ralbies.

II. Efektivitals Penegalkaln Instruksi Gubernur Balli Nomor
524/5923/DIALSNALKKESWALN/2019 Tentalng Pelalralngaln Peredalraln
Daln Perdalgalngaln Dalging ALnjing
Instruksi Gubernur Balli Nomor 524/5913/DISNALKKESWALN/2019 tentalng

Pelalralngaln Peredalraln daln Perdalgalngaln Dalging ALnjing merupalkaln lalngkalh
penting dallalm upalyal melindungi kesehaltaln malsyalralkalt daln mencegalh
penyebalraln penyalkit zoonosis, khususnyal ralbies.
a. ALturaln

Instruksi Gubernur Balli Nomor 524/5913/DISNALKKESWALN/2019
melalralng peredalraln daln perdalgalngaln dalging alnjing di Provinsi Balli. Instruksi
ini dikelualrkaln sebalgali respons terhaldalp kekhalwaltiraln alkaln penyebalraln
penyalkit zoonosis, terutalmal ralbies, sertal untuk melindungi kesejalhteralaln hewaln
daln kesehaltaln malsyalralkalt. Tujualnnyal aldallalh untuk menghentikaln peredalraln
daln perdalgalngaln dalging alnjing, menguralngi risiko penyebalraln penyalkit, daln



meningkaltkaln kesejalhteralaln hewaln. Selalin itu, instruksi ini jugal melalralng
pemotongaln, pengolalhaln, daln penjuallaln dalging alnjing, balik dallalm bentuk
mentalh malupun olalhaln.
b. Penegalk Hukum

Saltualn Polisi Palmong Praljal Provinsi Balli bertugals melalkukaln ralzial untuk
mencegalh peredalraln dalging alnjing. Merekal bekerjal salmal dengaln Polisi Palmong
Praljal Kalbupalten Buleleng daln yalyalsaln kesehaltaln untuk memberikaln edukalsi
kepaldal malsyalralkalt mengenali balhalyal konsumsi dalging alnjing. Malsyalralkalt jugal

didorong untuk melalporkaln alktivitals penjuallaln dalging alnjing yalng malsih
terjaldi.
c. Malsyalralkalt

Peraln malsyalralkalt salngalt penting dallalm penegalkaln Instruksi Gubernur.
Merekal dalpalt membalntu menyebalrlualskaln informalsi tentalng risiko kesehaltaln
yalng terkalit dengaln konsumsi dalging alnjing daln melalporkaln pelalnggalraln
kepaldal pihalk berwenalng. Dengaln keterlibaltaln alktif malsyalralkalt, implementalsi
instruksi ini bisal lebih efektif, menciptalkaln lingkungaln yalng lebih sehalt daln
almaln dalri risiko penyalkit zoonosis.
d. Kepaltuhaln Malsyalralkalt

Kepaltuhaln malsyalralkalt terhaldalp instruksi ini dipengalruhi oleh beberalpal

falktor:
1. Kesaldalraln daln Pendidikaln: Seberalpal balik informalsi mengenali balhalyal

konsumsi dalging alnjing disosiallisalsikaln kepaldal malsyalralkalt. Edukalsi
yalng efektif dalpalt meningkaltkaln kesaldalraln alkaln risiko kesehaltaln.

2. ALlternaltif Konsumsi: Ketersedialaln pilihaln malkalnaln lalin yalng terjalngkalu
dalpalt memengalruhi kepaltuhaln malsyalralkalt. Talnpal allternaltif yalng
memaldali, pelalnggalraln dalpalt meningkalt.

3. Budalyal daln Traldisi: Dallalm beberalpal budalyal, konsumsi dalging alnjing
terkalit eralt dengaln traldisi. Kepaltuhaln dalpalt tergalntung paldal seberalpal

besalr malsyalralkalt bersedial mengubalh pralktik tersebut.
4. Penegalkaln Hukum: Ketegalsaln dallalm penegalkaln hukum daln konsistensi

dallalm menindalk pelalnggalraln dalpalt meningkaltkaln kepaltuhaln
malsyalralkalt. ALncalmaln salnksi yalng jelals jugal menjaldi falktor penting.

e. salnksi
Saltualn Polisi Palmong Praljal tidalk halnyal memberikaln teguraln, tetalpi jugal

suralt pernyaltalaln kepaldal palral pedalgalng untuk menghentikaln penjuallaln olalhaln
dalging alnjing. Ini dilalkukaln untuk menjalgal kesehaltaln malsyalralkalt daln
kesejalhteralaln hewaln. Jikal pelalnggalraln terus berlalnjut, tindalkaln hukum dalpalt
dialmbil, termalsuk proses pengaldilaln untuk memberikaln efek jeral kepaldal

pelalnggalr. Beberalpal pedalgalng yalng sudalh ditegur malsih tetalp menjuall dalging
alnjing, sehinggal penegalkaln hukum yalng lebih ketalt diperlukaln.

3. Simpulaln
Berdalsalrkaln penelitialn, dalpalt disimpulkaln balhwal:

1. Balhwal alnjing merupalkaln hewaln pelihalralaln malnusial yalng dalpalt
membalntu kital untuk menjalgal rumalh, selalin itu alnjing jugal dalpalt di
jaldikaln temaln untuk bermalin. Dallalm aldalt balli terutalmal algalmal hindu
alnjing balng bungkem dalpalt di jaldikaln sebalgali kurbaln untuk
melalksalnalkaln yaldnyal.



2. Balhwal alnjing bukalnlalh termalsuk hewaln yalng lalyalk untuk dikonsumsi,
kalrenal alnjing aldallalh sallalh saltu hewaln yalng dalpalt menyebalrkaln
penyalkit sallalh saltunyal seperti ralbies.

3. Balhwal impelentalsi instruksi gubernur balli nomor
524/5913/DISNALKKESWALN/ 2019 tentalng pelalralngaln peredalraln daln
perdalgalngaln dalging alnjing di kalbupalten buleleng sudalh efektif di
jallalnkaln melihalt sudalh aldal beberalpal walrung merubalh alpal yalng di juall.

4. Balhwal penegalk hukum telalh melalksalnalkaln tindalkaln untuk menguralngi
malralknyal perdalgalngaln olalhaln malkalnaln dalri dalging alnjing. Nalmun aldal

beberalpal falktor yalng menjaldi penghalmbalt dialntalralnyal kuralngnyal

pengetalhualn malsyalralkalt tentalng virus-virus alpal saljal yalng terdalpalt
dallalm dalging alnjing, alpal saljal dalmpalk jikal mengkonsumsi dalging alnjing.
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